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PtrIEATURAN

KEPALA BADAN KtrPtrGAWAIAN NEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PBRATURAN MtrNTERI PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 40 TAHUN 2012 TtrNTANG

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

DAN ANGKA KRBDITNYA

Mcnimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA

KEPALA BADAN KBPEGAWAIAN NtrGARA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Pe raturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne gara dan Rcformasi

Birokrasi Nomor 40 'lahun 2Ol2 tentang .Jabalan Ilungsional

Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, perlu mcnt:tapkan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Ncgara tcnLang

Kete ntuan Pelaksanaan Peraturan Mentcri Pcndayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun

2OT2 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan

Angka Kreditnya;

1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubrlik Indoncsia

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Ncgara

Republik Indone sia Nomor 3O4 1), sebagaimana tclakr

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tah un 1999

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Irrdoncsia

Nomor 3B9O);

2. Peraturan Peme rintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pe gawai Ncgcri

(Lembaran Negara lRepublik Indonesia Tahun 1966 Nomor

7 , Tambahan Lcmbaran Negara Re pr-rblik Indone sia Nomor

27e71;

Mcngingat



3.
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Lentang

Jabatan Fungsionai Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah

Nomor 40 Tahun 20 10 (Lembaran Negara Re publik

Indonesia Tahun 20 1O Nomor 51 , 'fambahan Lembaran

Negara Republik Indone sia Nomor 5 12 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tcntang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2000 Nomor I94, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 401 5), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun

2OO3 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indone sia Nomor 4O 1 6), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1

Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun

2OO2 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 'lahun 2000 tcnlang
Kenaikan Pangkat Pegawai Ncgeri Sipil (Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 32, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nclmor a 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 01 Tahun 2000 te ntang

Pendidikan dan Pelatihan .Jabatan Pcgawai Ne geri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a0 I 9);

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoncsia

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana tclah diubah

d.engan Peraturan Pemerintah Nomor 63 'fahun 2OOg

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOq Nclmor

r6a);

4.

5.

6.

7.

8.



Me netapkan

-3-

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 10 te ntang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20 10 Nomor 7 4 ,Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5 135);

1 0. Keputusan Preside n Nomor 87 Tahun 1999 tcntang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

1 1. Keputusan Presiden Nomor 1 03 Tahun 2OO 1 tcnLanfl

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Ke wenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Peme rintah Non

Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

12. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2OOl tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah tcrakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang

Jabatan Fungsional Auditor Ke pcgawaian dan Angka

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 875);

MBMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NtrGARA

TBNTANG KETENTUAN PBLAKSANAAN PtrRATURAN MENTERI

PtrNDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RtrFORMASI

BIROKRASI NOMOR 40 TAHUN 2OL2 TtrNTANG .JABATAN

F'UNGSIONAL AUDITOR KEPtrGAWAIAN DAN ANGKA

KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Ncgara ini yang

dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan

yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungiawab,

wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan

dan pengendalian (wasdalp"g) pada instansi pcmcrintah

pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
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Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang diberi tugas, tanggungiawab, wcwenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang be rwenanfl untuk

melakukan kegiatan wasdalPeE, pada instansi pemerintah

pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Wasdalpeg adalah seluruh proses kegiatan mcme riksa,

mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korcktif
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan

bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler,

reviu, dan investigasi.

Wasdalpeg komple ksitas rendah adalah pelaksanaan

kegiatan wasdalpeg yang meme rlukan analisis dan

pertimbangan profesional yang rcndah, discrtai dcngan

supervisi yang ketat.

Wasdalpeg komple ksitas tinggi adalah pe laksanaan

kegiatan wasdalpeg yang memerlukan analisis dan

pertimbangan profesional yang tinggi, disertai dcngan

supervisi yang ketat.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan

dan f ataw akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus

dicapai oleh Auditor Kepegawaian dalam rangka pembinaan

karier yang bersangkutan.

Tim Penilai angka kredit Auditor Kepegawaian yang

selanjutnya disebut Tim Penilai Auditor Kcpegawaian,

adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yanfl

berwen&flg, dan bertugas untuk memberikan pcrtimbangan

dan menilai prestasi kerja Auditor Kepegawaian.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,

WEWtrNANG. DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

.Jabatan Fungsional Auditor Ke pegawaian tcrmasuk dalam

rumpun manajemen.

3.

4.

5.

6.

7.
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Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian berkcdudukan
sebagai pelaksana teknis bidang wasdalpeg di lingkungan
instansi pemerintah.

(2) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana

dimaksud pad a ayat ( 1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

(l) Tugas pokok Auditor Kepegawaian yaitu melaksanakan
wasdalpeg.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Auditor Kepegawaian harus mendapat surat
tugas dari pimpinan unit wasdalpeg masing-masing.

Bagian Kcempat

Wewenang

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), Auditor Kepegawaian berwenang:

a. meminta kete rangan atau dclkum cn lbahan I data scrla

informasi dari p.jabat yang berwenang;

b. menetapkan jenis keterangan atau dokumenlbahan f data,
serta informasi yang diperlukan dalam wasdalpeg;

c. mengamankan dokumenlbahan ldata yang terkait dengan

obyek wasdalpeg;

d. memeriksa dan meneliti secara fisik setiap keterangan atau

dokum en lbahan I data yang berada dalam

pengadministrasian kepegawaian; dan

e. melaksanakan kewenangan lain yang dibe rikan olch

pejabat yang berwenang dalam lingkup wasdalpeg.

Pasal 6

( 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5,

Auditor Kepegawaian harus berdasarkan pada pedoman
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audit kepegawaian, Standar Ope rasional dan Proscdur

(SOP), dan kode etik Auditor Kepegawaian.

(21 Auditor Kepegawaian dalam melaksanakan Lugasnya

bertanggungjawab secara hirarki kepada pimpinan inslansi
atau unit kerja yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Jenjang Jabatan dan Pangkat

Pasal 7

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dari yang

terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

a. Auditor Kepegawaian Pertama;

b. Auditor Kepegawaian Muda; dan

c. Auditor Kepegawaian Madya.

(2) Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional

Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sesuai dengan j-njang jabatannya, yaitu:

a. Auditor Kepegawaian Pertama:

1 . pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a; dan

2. pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
rrr / b.

b. Auditor Kepegawaian Muda:

1 . pangkat Penata, golongan ruang III I c; dan

2. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Auditor Kepegawaian Madya:

1 . pangkat Pembina, golongan ruan g IV I a;

2. pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb;
dan

3. pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV lc.
(3) Pangkat dan golongan rr.ang untuk masing-masing jenjang

Jabatan Fungsional Auditor Ke pegawaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), berdasarkan jumlah angka krcdit
yang ditetapkan.

(4) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

untuk pengangkatan dalam jabatan, ditetapkan berdasarkan
jumlah angka kredit yang dimiliki setelah diletapkan oleh

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(5) Jenjang jabatan dan pangkal dapat tidak scsuai dcngan

jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada

ayat (21.
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BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 8

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pasal 9

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal B mempunyai tugas, antara
lain:

a. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian;

b. menyusun pedoman formasi .Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian;

c. menyusun dan mengembangkan standar kompetensi
Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;

d. menyusun pedoman dan penulisan karya tulis lkarya ilmiah
di bidang wasdalpeg;

e. menyusun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional/teknis di bidang wasdalpeg;

f. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional/Teknis di bidang wasdalpeg;

g. menganalis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional/Teknis di bidang wasdalpeg;

h. mengusulkan tunjangan Jabatan F ungsional Audilor
Kepegawaian;

i. mengusulkan batas usia pensiun Jabatan Fungsional
Auditor Kepegawaian;

j mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional
Auditor Kepegawaian;

k. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian;

1. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan organisasi
profesi Auditor Kepegawaian;

m. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode ctik profcsi

Auditor Kepegawaian;

n. melaksanakan sosialisasi Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian;

o. memfasilitasi penerbitan buletin Itn^jalah profesi yang

bergerak di bidang wasdalpeg; dan

p. monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian.
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BAB IV

RINCIAN KBGIATAN .]ABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR KEPEGAWAIAN SESUAI DtrNGAN

JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 10

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai be rikut:

a. Auditor Kepegawaian Pertama:

1 . melakukan administrasi dataldokumen/ bahan
dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Wasdalpeg
(RKw);

2. melaksanakan administrasi obyek wasdalpcg;

3. menyususun Proposal wasdalPeg;

4. membuat daftar isian/ check list wasdalpeg untuk
pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dcngan
kompleksitas rendah;

5. membuat daftar isian/check list wasdalpeg untuk
pelaksanaan tugas-trlga s wasdalpcg dcngan
kompleksitas tinggi;

6. menyusun laporan pembuatan RKW dcngan
komplesitas rendah;

7 . melakukan koordinasi/ komunikasi dengan instansi
terkait;

B. melakukan koordinasi/ komunikasi dengan Tim
wasdalpeg terdahulu;

9. mengidentifikasi dataldokumenlbahan kompleksilas
rendah;

10. memeriksa/menganalisis dataldokumcn/bahan
kompleksitas rendah;

11. menyiapkan dataldokumenlbahan untuk
penyLlsunan Laporan Hasil wasdalp"g (LHw)

kompleksitas rendah;

12. menyusun LHW kompleksitas rendah;

13. menyusun konsep rekomendasi tcrhadap LHW

kompleksitas rendah;

14. menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas
rendah;

15. melaksanakan administrasi dalam pemantauan
tindak lanjut; dan

16. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut.
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b. Auditor Kepegawaian Muda:

1. membuat konsep program wasdalpeg untuk
pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas
rendah;

memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan

kompleksitas rendah;

menyusun laporan pembuatan RKW dengan

kompleksitas tinggi;

4. mengidentifikasi dataldokumenlbahan wasdalpcg
kompleksitas tinggi;

5. memeriksa/ menganalisis data ldokumen / bahan
wasdalpeg kompleksitas tinggi;

6. memimpin pelaksanaan wasdalpe g kompleksitas
rendah;

mengendalikan teknis pelaksanaan wasdalpeg;

menyiapkan data/ dokum en lbahan untuk
penyusunan LHW kompleksitas tinggi;

9. menyusun LHW komplcksitas tinggi;

10. melakukan ekspose substansi dalam LHW

kompleksitas tinggi;

1 1. menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW

kompleksitas tinggi;

12. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi

terhadap LHW kompleksitas rendah;

13. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas rendah;

14. menyusun evaluasi LHW kompleksitas tinggi;

15. melaksanakan pemantauan tindak lanjut;

16. melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari
entitas yang diperiksa; dan

17. menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut
dari entitas yang diperiksa.

c. Auditor Kepegawaian MadYa:

1. membuat konsep strategi wasdalpcg untuk
permasalahan kepegawaian tertentu;

membuat konsep program wasdalpeg untuk
pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi;

memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan

kompleksitas tinggi;

mengarahkan tim dalam prawasdalpeg;

memimpin pelaksanaan wasdalpeg komplcksitas

tinggi;

7.

B.

2.

3.

2.

3.

4.

5.

6. mengendalikan mutu wasdalpeg;
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7. melakukan ekspose substansi dalam LFIW

kompleksitas tinggi;

B. melakukan pembahasan atas konse p rckome ndasi

terhadap LHW kompleksitas tinggi;

9. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas tinggi;

10. melakukan ekspose substansi dalam LHW

kompleksitas rendah;

1 1. melakukan ekspose substansi dalam LHW

kompleksitas tinggi;

12. menyusun konsep hasil wasdalpeg yang bersifat
rahasia;

13. mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut
dari entitas yang diperiksa;

14. mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban

tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;

15. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan
wasdalpeg dengan kompleksitas rendah;

16. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan
wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi;

17. menilai kinerja anggota tim;

18. menilai kiner1a ketua tim;

19. menilai kinerja pengendali teknis; dan

20. melakukan reviu silang.

(21 Auditor Kepegawaian yang melaksanakan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka

kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne gara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012.

(3) Auditor Kepegawaian yang melaksanakan kegiatan

pengembangan profe si dan penunj ang Lugas Auditor
Kepegawaian diberikan nilai angka kredit sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Mentcri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re formasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012.

Pasal 1 1

Apabila pada suatu unit kerja tidak tcrdapat Auditor

Kepegawaian yang sesuai dengan je.tjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (1), maka Auditor Kepegawaian lain yang berada di

atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat

melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara

tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
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Pasal 12

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal I 1, ditetapkan scbagai berikut:

a. Auditor Kepegawaian yang melaksanakan tugas Auditor
Kepegawaian I (satu) tingkat di atas jenjang jabatanoY?,

angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar BO(%

(delapan puluh persen) dari angka kre dit setiap butir
kegiatan.

b. Auditor Kepegawaian yang melaksanakan tugas Auditor
Kepegawaian di bawah j.njang jabatannYs, angka kredit
yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen)

dari angka kredit setiap butir kegiatan.

BAB V
PELAKSANAAN TUGAS

Pasal I 3

(1) Auditor Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok
dapat dilakukan secara mandiri maupun dalam bentuk tim.

(2) Pelaksanaan tugas pokok secara mandiri sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1), paling rendah dilaksanakan oleh

Auditor Kepegawaian Muda.

(3) Pelaksanaan tugas pokok dalam bentuk tim sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua Tim; dan

b. Anggota Tim.

(4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

paling rendah harus Auditor Kepegawaian Muda.

(5) Jumlah Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b paling banyak 4 (empat) orang.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM .JABATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 14

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan

Fungsional Auditor Kepegawaian yaitu pejabat yang berwenang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 1 5

( 1) Pengangkatan pertama PNS dalam .Jabatan Fungsional
Auditor Kepegawaian harus memenuhi syaraL:

a. berijazdn paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV (D IV)

bidang manajemen, hukum, administrasi, dan sosial

politik;

b. berpangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang

III I a; dan

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

(21 PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus lulus uji kompetensi.

(3) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana

dimaksud pad a ayat (2) lebih lanjut ditetapkan olch Ke pala

BKN selaku pimpinan instansi pembina Jabatan
Fungsional Auditor Kepegawaian.

(4) PNS yang diangkat dalam Jabatan F ungsional Auditor
Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling

lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam Jabatan

Fungsional Auditor Kepegawaian harus mengikuti dan

lulus Diklat fungsional bidang wasdalpeg.

(5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk mengisi lowongan formasi .Jabatan Fungsional
Auditor Kepegawaian melalui pengangkatan Calon PNS

(cPNS).

(6) Pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional
Auditor Kepegawaian dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 16

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam .Jabatan

Fungsional Auditor Kepegawaian harus memenuhi syarat:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (1) dan ayat (2);
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b. tersedia formasi untuk .Jabatan Fungsional Auditclr
Kepegawaian;

c. memiliki pengalaman kerja di bidang kepegawaian
paling kurang 3 (tiga) tahun;

d. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

e. telah mengikuti dan lulus Diklal fungsional di bidang
wasdalpeg.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang

dimilikinya, dan jetjang jabatan ditetapkan sesuai dengan
jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)

berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.

(41 Pengangkatan PNS dari jabatan lain kc dalam .Jabalan

Fungsional Auditor Kepegawaian dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercanLum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 17

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila yang

bersangkutan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional

Auditor Kepegawaian dan telah diberikan kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Auditor Kepegawaian dilakukan me lalui
pengangkatan dari jabatan lain.

BAB VII
PBNGUSULAN. PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KRtrDIT

Pasal 1B

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,

Auditor Kepegawaian wajib mencatat dan

menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.

(2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar

Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan harus

diusulkan kepada pejabat yang berwenang paling kurang 1

(satu) kali dalam setahun.
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Pasal 1 9

(1) Bahan penilaian angka kredit disampaikan oleh pimpinan
unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yanfl
bertanggungiawab di bidang kepegawaian setelah diketahui
atasan langsung Auditor Kepegawaian yang bersangkutan
kepada pejabat yang berwenang mengr-rsulkan penetapan

angka kredit.
(21 Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka

kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada
pejabat yang berwenang menetapkan angka krcdit.

(3) Usul penetapan angka kredit Auditor Kepegawaian dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-C yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara ini.

(41 Setiap usul penetapan angka kredit harus melampirkan:

a. surat pernyataan mengikuti Diklat, dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini:

b. surat pernyataan melakukan kegiatan di bidang
wasdalpeg, dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan

profesi, dibuat menurut contoh formulir scbagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini; atau

d. surat pernyataan melakukan penunjang kegiatan,

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini.
(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 20

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka

kredit terdiri dari:

a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.
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(2) Unsur utama, terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi:

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ljazahlgelar;

2. Diklat fungsional /teknis di bidang

kepegawaian/wasdalpeg dan memperoleh surat tanda

tamat pendidikan dan pelatihan (Sl"fPP) atau

sertifikat; dan

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.

b. Wasdalpeg, meliputi:

1. Penyusunan Rencana Kerja Wasdalpeg;

2. Pelaksanaan wasdalpeg;

3. Pelaporan hasil wasdalpeg;

4. Pemantauan tindak lanjut hasil wasdalpeg; dan

5. Evaluasi wasdalpeg.

c. Pengembangan profesi, meliputi:

1. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang

wasdalpeg;

2. Penerjemahan lpenyaduran buku dan bahan lainnya

di bidang wasdalpeg; dan

3. Pembuatan petunjuk teknis wasdalpeg.

(3) Unsur Penunjang tugas Auditor Kepegawaian, meliputi:

a. Mengaj arf rnelatih pada diklat teknis/fungsional bidang

kepegawaian;

b. Keanggotaan Tim Penilai Auditor Kepegawaian;

c. Peran serta dalam seminar/ lokakarya bidang

wasdalpeg;

d. Keanggotaan dalam organisasi profesi Auditor

Kepegawaian;

e. Peran serta dalam pertemuan Forum Auditor

Kepegawaian;

f. Memperoleh penghargaan f tandajasa;

g. Memperoleh gelar kesar.lanaan lainnya; dan

h. Penyiapan bahan dan f atau pemberian kcterangan

dalam sengketa kepegawaian.

Pasal 2 1

( 1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara

seksama oleh Tim Penilai Auditor Kepegawaian

berdasarkan rincian kegiatan dan angka kredit

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne gara dan Re formasi

Birokrasi Nomor 40 Tahun 2OI2.

(21 Hasil penilaian Tim Penilai Auditor Kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kcpada
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk
ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 22

(1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling

kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi

Auditor Kepegawaian dilakukan paling kurang 2 (dua) kali

dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum pcriode

kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun

yang bersangkutan.

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktobcr angka kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan .Juli tahun yang

bersangkutan.

Pasal 23

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kcpala

Badan Kepegawaian Negara ini.

(2\ Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala

BKN/Kepala Kantor Regional BKN, dan tembusannya

disampaikan kepada:

a. Auditor Kepegawaian yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Auditor Kcpegawaian yanfl

bersangkutan;

c. Kepala Biro lBadan Kepegawaian Daerah; dan

d. Pejabat lain yang dipandang perlu.
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BAB VIII
PEJABAT YANG BBRWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,

TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MBNGUSULKAN
PENETAPAN ANGKA KRtrDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

PasaI 24

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

a. Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling
rendah eselon I yang secara fungsional bertanggung
jawab di bidang wasdalpeg bagi Auditor Kepegawaian

Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV lb dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan

ruang IV lc, di lingkungan BKN dan instansi selain

BKN.

b. Deputi yang secara fungsional bertanggungiawab di
bidang wasdalpeg BKN atau pejabat lain yang ditunjuk
paling rendah eselon II yang sccara fungsional
bertanggungiawab di bidang wasdalpeg bagi Auditor
Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan

ruang III I a sampai dengan Auditor Ke pegawaian

Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lV la yang

bertugas di lingkungan BKN Pusat.

c. Kepala Kantor Regional BKN bagi Auditor Kepegawaian

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a
sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang lV la yang bertugas di

lingkungan Kantor Regional BKN masing-masing.

d. Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat

eselon II yang membidangi wasdalpeg pada Lembaga

Pemerintah Non Kementerian bagi Auditor Kepegawaian

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll l a
sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat
Pembina, golongan rr- ang IV Ia yang bertugas di

Iingkungan instansi masing-masing.

e. Inspektur Provinsi bagi Auditor Kepegawaian Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai

dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang lV I a yang bertugas di lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi.

Inspektur Kabupaten lKota bagi Auditor Kepe gawaian

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill I a
sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat

f.
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Pembina, golongan ruang IV la yang bertugas di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota.

(2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,
pejabat yang berwenang menetapkan angka krcdit, harus
membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada
Kepala BKN f Kantor Regional BKN.

(3) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwcnang
menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan
harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan
kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 25

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kre dit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1), dalam
menjalankan kewenangannya dibantu oleh:

a. Tim Penilai Auditor Kepegawaian bagi Kepala BKN atau
pejabat yang ditunjuk paling rendah eselon I yang

secara fungsional bertanggung jawab di bidang
wasdalpeg, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

b. Tim Penilai Auditor Kepegawaian bagi Deputi yang

secara fungsional bertanggungiawab di bidang
wasdalpeg BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling
rendah eselon II yang secara fungsional
bertanggungjawab di bidang wasdalPes, yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Deputi;

c. Tim Penilai Auditor Kepegawaian bagi Kepala Kantor
Regional BKN, yang selanjutnya disebut Tim Penilai

Regional;

d. Tim Penilai Auditor Kepegawaian bagi Sekre taris
Inspektur Jenderal Kementerian, pejabat eselon II yang

membidangi wasdalpeg pada Lembaga Pemerintah Non

Kementerian, yang selanjutnya disebut Tim Penilai

Instansi;

e. Tim Penilai Auditor Kepegawaian bagi Inspcktur
Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;

dan

f. Tim Penilai Auditor Kepegawaian bagi Inspektur
KabupatenlKota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai

Kabupaten lKota.
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(21 Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, maka

penilaian dan penetapan angka kredit Auditor Kepcgawaian

dapat dimintakan kepada Tim Penilai Dcputi.

(3) Apabila Tim Penilai Provinsi belum tcrbentuk, maka

penilaian dan penetapan angka kredit Auditor Kepcgawaian
dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang

terdekat, Tim Penilai Regional, atau Tim Penilai Dcputi.

(4) Apabila Tim Penilai Kabupaten lKota belum terbentuk,
maka penilaian dan penetapan angka kredit Auditor
Kepegawaian dapat dimintakan kepada Tim Penilai

KabupatenlKota lain yang terdekat, Tim Penilai Provinsi

lain yang bersangkutan, Tim Penilai Regional, atau Tim

Penilai Deputi

(5) Pembentukan dan susunan
ditetapkan oleh:

Anggota Tim Penilai,

a. Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk paling rendah

eselon I yang secara fungsional bertanggunglawab di

bidang wasdalpeg untuk Tim Penilai Pusat;

b. Deputi yang secara fungsional bertanggung jawab di

bidang wasdalpeg BKN atau pejabat lain yang ditunjuk
paling rendah eselon II yang secara fungsional
bertanggungjawab di bidang wasdalpeg untuk Tim
Penilai Deputi;

c. Kepala Kantor Regional BKN untuk Tim Pcnilai

Regional;

d. Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat

eselon II yang membidangi wasdalpeg pada Lembaga

Pemerintah Non Kementerian untuk Tim Pcnilai

Instansi;

e. Inspektur Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan

f. Inspektur Kabupaten lKota untuk Tim Pcnilai

Kabupaten lKota.

Pasal 26

(1) Tim Penilai Auditor Kepegawaian terdiri dari unsur Leknis

yang membidangi wasdalpeg, unsur kepegawaian, dan

pejabat fungsional Auditor Kepegawaian.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Auditor Kepegawaian,

sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan
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d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Auditor
Kepegawaian.

(4) Dalam hal komposisi jumlah Anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka

anggota tim penilai dapat diangkat dari pej abat lain yang

mempunyai kompetensi dalam penilaian pre stasi kerja

Auditor Kepegawaian.

(5) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama

dengan jabatan/ pangkat Auditor Kepegawaian yang

dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi

kerja Auditor Kepegawaian; dan

c. aktif melakukan penilaian.

(6) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
masa jabatan berikutnya.

(71 Anggota Tim Penilai Auditor Kepegawaian yang telah

menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturul-turut
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diangkat
kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa

jabatan.

(B) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau le bih, maka Ketua
mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai

masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang bcrwenanfl

menetapkan Tim Penilai.

(9) Tata kerja Tim Penilai Auditor Kepegawaian dan tata cara

penilaian angka kredit ditetapkan oleh Kepala BKN selaku

Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor

Kepegawaian.

PasaI 27

(1) Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantu Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk
paling rendah eselon I yang secara fungsional

bertanggungiawab di bidang wasdalpeg dalam menilai
presatasi kerja bagi Auditor Kepegawaian Madya,

pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruan g Iv lc di

lingkungan BKN dan instansi selain BKN; dan
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b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling
rendah eselon I yang secara fungsional
bertanggungjawab di bidang wasdalpe g yang

berhubungan dengan penetapan angka kredit.

(2) Tugas Tim Penilai Deputi, yaitu:

a. Membantu Deputi yang secara fungsional bcrtanggung
jawab di bidang wasdalpeg BKN atau pejabat lain yang
ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional
bertanggungjawab di bidang wasdalpeg dalam menilai
prestasi kerja bagi Auditor Kepegawaian Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai
dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV la yang bertugas di lingkungan BKN

Pusat; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibcrikan oleh

Deputi yang secara fungsional bertanggungiawab di
bidang wasdalpeg BKN atau pejabat lain yang ditunjuk
paling rendah eselon II yang secara fungsional
bertanggungjawab di bidang wasdalpeg yang

berhubungan dengan penetapan angka kredit.

(3) Tugas Tim Penilai Regional, yaitu:

a. membantu Kepala Kantor Regional BKN dalam menilai
prestasi kerja bagi Auditor Kepegawaian Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai
dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IY la yang bertugas di lingkungan
Kantor Regional BKN masing-masing; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ole h

Kepala Kantor Regional BKN yang berhubungan dengan

penetapan angka kredit.

(4) Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu:

a. membantu Sekretaris Inspektur Jenderal Kementcrian,
Pejabat eselon II yang membidangi wasdalpeg pada

Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menilai
prestasi kerja bagi Auditor Kepegawaian Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai

dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pcmbina,

golongan rLlang IV la yang bertugas di lingkungan
instansi masing-masing; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat

eselon II yang membidangi wasdalpeg pada Kementerian

atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang

berhubungan dengan penetapan angka kredit'
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(5) Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

membantu Inspektur Provinsi dalam me nilai prcstasi

kerja bagi Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang III I a sampai dengan

Auditor Kepegawaian Madya, Pnngkat Pembina,

golongan ruang lV la yang bertugas di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Inspektur Provinsi yang berhubungan dengan

penetapan angka kredit.

(6) Tugas Tim Penilai KabupatenlKota, yaitu:

membantu Inspektur Kabupaten lKota dalam menilai
prestasi kerja bagi Auditor Kepegawaian Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai

dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IY la yang bertugas di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Inspektur KabupatenlKota yang berhubungan dengan

penetapan angka kredit.

Pasal 28

(1) Untuk membantu Tim Penilai Auditor Kepegawaian dalam

melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai

yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh

pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang
kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat

yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 29

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para

ahli baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS

yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(21 Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat

kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian

atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang

memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bcrtanggung jawal-r

kepada Ketua Tim Penilai.

(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila

terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang

a.

b.

a.

b.
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memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, yaitu:

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Negara, Sekretaris Utama

Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretaris Daerah

Provinsi/Kabupaten lKota kepada Kepala BKN atau pejabat

lain yang ditunjuk paling rendah eselon I yang secara

fungsional bertanggung jawab dibidang wasdalpeg, untuk
Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Tingkat I,

golongan ruang IVlb dan pangkat Pembina Utama Muda,

golongan ruanglV lc di lingkungan BKN dan inslansi selain

BKN.

b. Kepala Biro Kepegawaian kepada Deputi yang secara

fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg BKN

atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II
yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang

wasdalpeg untuk angka kredit Auditor Kepegawaian

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill I a
sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat

Pembina, golongan ruang IV I a yang bertugas di lingkungan

BKN Pusat.

c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada

Kepala Kantor Regional BKN untuk angka kredit Auditor
Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan

ruang III I a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya,

pangkat Pembina, golongan ruang IY la yang bertugas di

lingkungan Kantor Regional BKN.

Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada

Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat eselon

II yang membidangi wasdalpeg pada Lembaga Pemerintah

Non Kementerian untuk angka kredit Auditor Kepegawaian

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a
sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat

Pembina golongan ruang IY I a yang bertugas di lingkungan

instansi masing-masing.

Pejabat eselon III yang membidangi ke pegawaian di

lingkungan Inspektorat Provinsi kepada Inspektur Provinsi

untuk angka kredit Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat

d.

e.
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Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor
Kepegawaian Madya, pangkat Pembina golongan ruang

lV la yang bertugas di lingkungan Provinsi.

Pejabat eselon III yang me mbidangi kepegawaian di

lingkungan Inspektorat KabupatenlKota kepada Inspektur
KabupatenlKota untuk angka kredit Auditor Kepegawaian

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a

sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkaL

Pembina golongan ruang IV I a yang bertugas di lingkungan

Kabupaten I Kota.

BAB IX
PENtrTAPAN ANGKA KRtrDIT, KtrNAIKAN

JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Penetapan Angka Kredit

Pasal 3 1

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk
mempertimbangkan kenaikan jabatan dan f atau kenaikan
pangkat Auditor Kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka

kredit, terdiri atas:

a. unsllr utama; dan

b. unsur penunjang.

(21 Unsur utama, terdiri atas:

a. pendidikan;

b. wasdalpeg; dan

c. pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mcndukung
pelaksanaan tugas Auditor Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

(4) Rincian kegiatan Auditor Kepegawaian dan angka kredit
masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Repubtik Indonesia Nomor 40 Tahun

20L2.
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Pasal 33

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus

dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam
jabatan dan kenaikan jabatan dan f ataw pangkat Auditor
Kepegawaian, untuk:

a. Auditor Kepegawaian dengan pendidikan Sarjana
(s 1)/ Diploma IV (DIV) sebagaimana tersebut dalam

Lampiran II Peraturan Mcnteri Pcndayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2Ol2;

b. Auditor Kepegawaian dengan pendidikan Magister (S2)

sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2OI2; dan

c. Auditor Kepegawaian dengan pendidikan Doktor (S3)

sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Pe raturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2012.

(21 Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus

dipenuhi oleh setiap Auditor Kepegawaian untuk kenaikan
jabatan dan f atau kenaikan pangkat, terdiri atas:

a. paling rendah Sooh (delapan puluh persen) angka

kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub

unsur pendidikan sekolah; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur penunjang.

Pasal 34

( 1) Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda

Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jettjang

jabatan dan pangkat menjadi Auditor Kepegawaian Muda,

pangkat Penata, golongan ruang III I c angka kredit yang

disyaratkan paling sedikit 2

pengembangan profesi.
(dua) dari unsur

(2) Auditor Kepegawaian Muda, pangkat Penata, golongan

ruang III I c yang akan naik pangkat menjadi Penata

Tingkat I, golongan rLlang III/d angka kredit yang

disyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur
pengembangan profesi.

(3) Auditor Kepegawaian Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III ld yang akan naik jettjang jabatan dan

pangkat menjadi Auditor Kepegawaian Madya, pangkat
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Pembina, golongan ruang
disyaratkan paling sedikit
pengembangan profesi.

(4) Auditor Kepegawaian Madya,

ruang IY la yang akan naik
Tingkat I, golongan ruang
disyaratkan paling sedikit
pengembangan profesi.

(5) Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV lb yang akan naik pangkat menjadi
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV lc angka kredit
yang disyaratkan paling sedikit 10 (se puluh) dari unsur
pengembangan profesi.

Pasal 35

(1) Auditor Kepegawaian yang secara bersama-sama membuat

karya tulis lkarya ilmiah di bidang wasdalPe 8, diberikan

angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka

pembagian angka kreditnya adalah 600/0 (enam puluh

persen) untuk penulis utama dan 4OOh (empat puluh

persen) untuk penulis pembantu;

Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka

pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh

persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25ol'

(dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan

Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka

pembagian angka kreditnya adalah 4Ooh (empat puluh

persen) untuk penulis utama dan masing-masin g 2ool''

(dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

(21 Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 36

(1) Kenaikan jabatan Auditor Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31, dapat dipertimbangkan apabila:

paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

mencapai angka kredit yang disyaratkan;

IV I a angka kredit yang

6 (enam) dari unsur

pangkat Pembina, golongan

pangkat menjadi Pe mbina
IV lb angka kredit yang
B (delapan) dari unsur

a.

b.

C.

a.

b.
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c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir;

d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi;

e. masih tersedia formasi.

(2\ Kenaikan jabatan Auditor Kepegawaian ditetapkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

(3) Ketentuan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut oleh Kepala BKN, selaku

Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian.

(4) Keputusan kenaikan jabatan dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 37

( 1) Auditor Kepegawaian yang akan naik jabatan sctingkat
lebih tinggi, selain memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1) harus mengikuti dan

lulus Diklat Penjenjangan.

(21 Pedoman Diklat Penjenjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BKN sclaku

Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian.

Pasal 38

Standar kompetensi Auditor Kepegawaian mencakup:

a. Kemampuan penguasaan
perundang-undangan di bidang

b. Kemampuan analisis terhadaP

kepegawaian; dan

penge tahuan
kepegawaian;

permasalahan

teknologi

peraturan

di bidang

informasic. Pengoperaslan
(lT)/ komputer.

peralatan

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 39

( 1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 ,

dapat dipertimbangkan aPabila:

a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
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b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam

pangkat; dan

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki .Jabatan

Fungsional Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina

Tingkat I, golongan ruang lVlb menjadi Pembina Utama

Muda, golongan ruang IV lc ditetapkan oleh Presidcn

setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

(3) Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki Jabatan

Fungsional Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata

Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat

I, golongan ruang III lb sampai dengan Auditor

Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

Pusat setelah mendapat persetu.luan teknis Kcpala BKN.

(4) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang III I a menjadi Penata Muda

Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Auditor

Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV lb ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat

persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang

bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten I Kota yang

menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepe gawaian

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a

menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III / b
sampai dengan Auditor Kepegawaian Muda, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan olch

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten lKota
yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis

Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(6) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupatenf Kota yang

menduduki Jabatan F ungsional Auditor Kepegawaian

Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lll I d
menjadi Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV I a dan pangkat Pembina Tingkat I,

golongan ruang IV/ b ditetapkan ole h Gubernur yang

bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala

Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
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Pasal 40

(1) Auditor Kepegawaian yang memiliki angka kredit melebihi

angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan

dan f ataw pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka

kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan

dan I atau pangkat berikutnya.

(21 Kenaikan pangkat Auditor Kepegawaian dalam jenjang

jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila

kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 4 1

( 1) Auditor Kepegawaian yang telah mencapai angka kredit

untuk kenaikan jabatan dan f atau pangkat setingkat le bih

tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat

yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib

mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua

puluh persen) dari jumlah angka kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat

lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Auditor

Kepegawaian.

(2) Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Utama

Muda, golongan ruanglV lc, setiap tahun sejak menduduki

pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua

puluh) angka kredit dari ke giatan tugas pokok dan

pengembangan profesi.

BAB X

FORMASI

Pasal 42

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian dilaksanakan sesuai formasi Jabatan

Fungsional Auditor Kepegawaian dengan kctentuan scbagai

berikut:

a. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah pusat

dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan

lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi

Auditor Kepegawaian yang ditetapkan oleh Menteri
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari

Kepala BKN;

b. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah Dacrah

dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan
lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi

Auditor Kepegawaian yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat
pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 43

(1) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian didasarkan pada indikator, antara lain:

a. jumlah instansi yang menjadi beban tugas; dan

b. luas wilayah kerja.

(2) Formasi jabatan fungsional Auditor Kepegawaian

diatur sebagai berikut:

a. Direktorat yang berkaitan dengan wasdalpeg paling
banyak 45 (empat puluh lima) orang;

b. Kantor Regional BKN paling banyak 15 (lima belas)

orang;

c. Instansi Pusat paling banyak 9 (sembilan) orang;

d. Provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang; dan

e. KabupatenlKota paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Formasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada

analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

BAB XI
PEMBBBASAN SEMBNTARA, PENURUNAN JABATAN,

PENGANGKATAN KtrMBALI, DAN PEMBtrRHtrNTIAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 44

(1) Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang III I a sampai dengan Auditor Kepegawaian

Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang Iv lb,
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5
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(lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi

angka kredit setingkat lebih tinggi dari angka kredit yang

dimiliki bagi Auditor Kepegawaian yang jabatannya lebih
rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Drs. Agung Susilo, M.Si pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-04-2OI2,

Jabatan Kepala Subdit Pengendalian Kepegawaian diangkat
dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian jettjang

Muda terhitung mulai tanggal 1B-07-2OI4 dengan angka

kredit sebesar 25O, mengingat jabatan Sdr. Drs. Agung

Susilo, M.Si, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka

apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat
dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yaitu
I8-O7 -20 14 sampai dengan 1B-07 -2OI9 tidak dapat
memenuhi angka kredit setingkat lebih tinggi yang

disyaratkan dari angka kredit yang dimiliki yaitu 25O ke

angka kredit 3OO, maka yang bersangkutan terhitung mulai
tanggal 31 -O7 -2019 dibebaskan sementara dari Jabatan
Fungsional Auditor Kepegawaian jenjang Muda'

(21 Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruan g III I a sampai dengan Auditor Kepegawaian

Madya Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb,
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5

(lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi

angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi bagi Auditor Kepegawaian yang akan

mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat
dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Bambang Gunawan, SH pangkat Penata Muda,

golongan ruang III I a terhitung mulai tanggal 1- lO-2O12,

bekerja di Direktorat Pengendalian Kepegawaian BKN,

terhitung mulai tanggal 18-07 -2014 yang bersangkutan

diangkat d.alam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

dengan angka kredit sebesar 110, apabila dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan

Fungsional Auditor Kepegawaian Pertama yaitu l8-O7 -2O 14

sampai dengan IB-O7-2019 tidak dapat memenuhi angka

kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang

III/b d.engan angka kredit 150, maka yang bersangkutan

terhitung mulai tanggal 3I-O7-2019 dibebaskan sementara

dari Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Pertama.
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(3) Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang III I a sampai dengan Auditor Ke pcgawaian

Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5

(lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi
angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi bagi Auditor Kepegawaian yang

pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat
dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Wawan Kurniawan, S.Sos, M.Si Auditor Kepegawaian

Madya pangkat Pembina, golongan ruang lV f a, terhitung
mulai tanggal 1-04-2OI3. yang bersangkutan naik pangkat

setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan

ruang lV lb terhitung mulai tanggal 1- 10-2015 dengan

angka kredit sebesar 600, apabila dalam jangka waktu 5

(lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina

Tingkat I, golongan ruang IV I b yaitu 1 - 10-20 1 5 sampai

dengan T-IO-2O2O tidak dapat memenuhi angka kredit
yang d.isyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan rLlangIY lc
dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan
terhitung mulai tanggal 31-10-2020 dibebaskan sementara

dari Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian j-.tjang
Madya.

(4) Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Utama

Muda, golongan ruang IV/ c dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20

(dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan

pengembangan profesi.

(5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), ayat (2) , ayat (3) , dan ayat (4) ' Auditor
Kepegawaian dibebaskan sementara dari jabatanilY?,

apabila:

a. diberhentikan sementara seb agar PNS;

b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor
Kepegawaian;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

d. menjalani tugas belaJar lebih dari 6 (enam) bulan.

(6) Pembebasan sementara bagi Auditor Kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , ayat (3), dan

ayat (4), didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebclum batas

waktu pembebasan sement ara, dengan menggunakan
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contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

(71 Pembebasan sementara dari .Jabatan F ungsional Auditor
Kepegawaian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara ini.

Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 45

(1) Auditor Kepegawaian yang dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penLlrunan
jabatan, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.

(21 Penilaian prestasi kerja Auditor Kepegawaian selama

menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 46

(1) Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara karena:

a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat

memenuhi angka kredit setingkat lebih tinggi dari
angka kredit yang dimiliki bagi Auditor Kepegawaian

yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang

dimiliki;

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat

memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Auditor
Kepegawaian yang akan mendapatkan ke naikan
pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan

terakhir;

c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat

memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Auditor
Kepegawaian yang pernah mendapatkan ke naikan

pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir; dan

d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua

puluh) angka kredit dari tugas pokok dan
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pengembangan profesi Auditor Ke pegawaian Madya,

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lY lc.

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian, apabila telah mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan.

(2) Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara karcna

diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat

kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak
bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

(3) Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara karena

ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Auditor Kepegawaian, dapat diangkat kembali dalam

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian apabila berusia

paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

(4) Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara karena

menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat

kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan

negara.

(5) Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara karena

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat

kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan

Fungsional Auditor Kepegawaian dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 47

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Auditor

Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3)

dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah

diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam)

bulan sebelum usia yang disyaratkan berakhir.
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Pasal 48

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Auditor Kepegawaian yang diangkat kembali ke dalam

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menggunakan angka

kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka

kredit yang diperoleh selama dalam pembebasan

sementara.

b. Auditor Kepegawaian yang diangkat kembali ke dalam

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (4)

menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.

c. Auditor Kepegawaian yang diangkat kembali ke dalam

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan ayat (5)

menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan

dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan

profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan

sementara.

Bagian KeemPat

Pemberhentian

Pasal 49

(1) Auditor Kepegawaian diberhentikan dari jabatannYs,

apabila:

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
d.alam Pasal 44 ayat (1), tidak dapat memenuhi angka

kredit setingkat lebih tinggi yang disyaratkan dari

angka kredit yang dimiliki untuk kenaikan jabatan

setingkat lebih tinggi bagi Auditor Kepegawaian yang

jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

b. dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabatannya se bagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (2), tidak dapat memenuhi angka

kredit yang disaratkan untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi bagi Auditor Kepegawaian yang

akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak

diangkat dalam jabatan terakhir.

c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibcbaskan

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan
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angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi bagi Auditor Kepegawaian yang pernah

mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.

d. dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (4) tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan.

e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan tclah
mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman
disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

(21 Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini.

Pasal 5O

Pembebasan sementara, penurunan jabaLan, Pengangkatan
kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENY E SUAIAN I IN PASS/TI/G

DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 5 1

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Me nteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 40 Tahun 2OI2, telah dan masih melaksanakan

tugas di bidang wasdalpeg atau melaksanakan tugas

pembinaan kepegawaian berdasarkan keputusan pejabat

yang berwen?ng, dapat disesuaikan ldiinpassing dalam

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. berij azah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV (D IV);

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang

rII I a;

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir; dan

d. memperhatikan beban kerja/kebutuhan formasi.
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(21 Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian f inpasstng

dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V Peraturan MenLeri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 40 Tahwn 2012.

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012,

hanya berlaku selama masa penyesuaian linpassing.

(41 Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan angka kredit

sesuai pangkat terakhir yang dimilikinya.

(5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk
penyesuaian/ inpassing sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012,

dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:

a. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang kurang dari

1 (satu) tahun, masuk dalam kolom kurang I (satu)

tahun;

masa kerja dalam pangkat/ golongan ruang 1 (satu)

tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun,

masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;

masa kerja dalam pangkat/ golongan ruang 2 (dua)

tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun,

masuk dalam kolom 2 (dua) tahun;

masa kerja dalam pangkat/ golongan ruang

tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat)

masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan

masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 4

tahun atau lebih, masuk dalam kolom 4 (empat)

(6) Penyesuaian linpassing dalam Jabatan Fungsional Auditor

Kepegawaian, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menumt

contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

(7) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kcrja dan

jumlah PNS yang akan disesuaikan I diinpassing

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), maka pelaksanaan

b.

c.

d.

e.

3 (tiga)

tahun,

(empat)

tahun.
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penyesuaian/ inpassing harus mempertimbangkan formasi

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.

Pasal 52

(1) Penyeswananf inpassing dalarn Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah,

ditetapkan terhitung mulai tanggal 17 .luli 2OI2 dan harus

selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 17 .Juli 2OI4.

(2) PNS yang dalam masa penyesuaian linpassing telah dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebe lum

disesuaikan I diinpassing dalam Jabatan Fungsional Auditor

Kepegawaian terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan

pangkatnya agar dalam penyesuaian f inpassing telah

mempergunakan pangkat terakhir.

(3) PNS yang telah disesuaikan ldiinpassing dalam Jabatan

Fungsional Auditor Kepegawaian untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan

angka kredit.

BAB XIII
KtrTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Ketentuan harus mengikuti dan lulus Diklat Penjenjangan bagi

Auditor Kepegawaian yang akan naik jettjang jabatan setingkat
lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37 berlaku

efektif paling lambat akhir Desember 2O 15.

Pasal 54

Untuk kepentingan dinas dan f ataw peningkatan pengctahuan,
pengalaman, dan pengembangan karier, Auditor Kepegawaian

dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan

fungsional lain.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2013

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR I7g

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Perundang-undangan,

Nainggolan



LNMPIRAN I

PERATURAN
KtrPALA BADAN KEPtrGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PtrLAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYACUNAAN APARATUR NtrGARA DAN
RDFORMASI BIROKRAS] NOMOR 40 TAHUN 2012
'I'trNTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KtrPU'IUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
DALNM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
KEl)trGAWAIAN

IiEPUTUSAN
MtrNTERI / GUBERNUR/ BUPATI / WALIIiOTA*)

NoMoR :. . .. . 
ilNi;NG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KtrPEGAWAIAN

M EN',r'ERr / GUBERNUR/ BUPATI / WALII(OTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagar pelaksalaan dari Pasal 31 Peratural Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Rcformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaran dan Angka lfteditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara

dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;b' .. . .;;l;

Merrgingat : 1. Unrlang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 sebagarmana telah cliubah dengal Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

'2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebaganmana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahr-rn 2OO3 sebagaimana telah diubah clengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Penclayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun
'2Q12;

5. Peraturan Kepala Badzur l{epegawaian Negara Nomor...........;

MEMUTUSKAN:

Menetapka.n
PERTAMA : Terhitung rnular tanggal ..........mengangkat Pegawat Negeri Sipil:

a. Nama :........
b. NIP :........
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :........
cl. Unit kerja :........

da-larn jabat.ur dengan angka kredit sebesar ( . . ..... )

KEDUA : ... .......**)
KETIGA : .... ..........."*)
I{EEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagarmana mestinya.
Ash Keputusan ini disarnparkan kepada Pegawa-r Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagalmana mestinya.

ditetapkan di ....
pada tanggal

NIP.

.I'IIMBUSAN:

1. Iiepala BI{N/Kantor Regional BI{N yang bersangkutan; *)

2. I{epala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaran
instalsi yan g bersangkutan ; 

*)

3. PeSabat .yang bcrwenang menetapkan angka kreclit;
4. Kepurla Kantor Pelayanan Perbendaha-raan Negara/liepala Biro/Bagian Iieuangan Daerah

.1,ang berszu-tgkutan ;*)
5. Pe.labat instansi larn yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahzrn drkturn yang clianggap perlu.



LAMPIRAN II
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NtrGARA
TENTANG
KtrTtrNTUAN PELAKSANAAN PtrRATURAN
MtrNTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 40 TAHUN
2OI2 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
KEPtrGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CON'I'OH
I(EPUTUSAN PENGANGI{ATAN PtrRPINDAHAN
DARI .IABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR IitrPtrGAWAIAN

KEPUTUSAN
MENTERT / GUBtrRNUR/ BUPATT / WALr r(O',rA.)

NOMOR:.........
TENTANG

PENGANGKATAN/PtrRPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
I{E DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDI'I'OR KEPEGAWAIAN

MENTERT / cUBtrRNUR/ BUPATT / WALI I{OTA, -)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelakstrnaar dari Pasal 32 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 40 Tahun 2O12 tentang Jabatan Fungsiona-l Auditor Kepegawaran dan Angka Ifueditnya,
dipandang perlu rnengangkat Saudara clalam Jabatan Fungsional Auditor
Iiepegawaian;b' 

................. ;;i;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagarmana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sellagaimana telah diubair dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

3. Peraturan Menteri Penclayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun
'2012;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .........;

MtrMUTUSKAN :

Menetapkan '.

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .. mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : ......
b. NIP : ......
c. Palgkat/golongan ruang/TMT : ......
d. Unit kerja : ......

da,larn jabatan ... ciengan angka kredit sebesar ( )

KEDUA : ... ....... **)

I{ETIGA : ..... .....**)
KBEMPAT : Apabrla kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbarkan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Iieputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan dirndahkan sebagaimana mestinya.

clitetapkan cli.....
pacla tanggal ...

TEMBUSAN :

1. Iiepala BI{N/liantor Regional I3liN yang bersangkutan; *)
'2. Iiepala tsl{D Propinsi/BI{D Iiabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaran

instalsi yan g berszur gkutar-r ; 
*')

3. Pejabat ya:rg belrvenang menetapkan angka kreclit;
4. I{epala Kantor Pela_yanan Perbenclah€uaa.n Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangal Daerah

yalg bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang trdak perlu.
**) Drisi apabila ada penambahan cliktum yang dianggap perlu.
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LAMPIRAN III-A
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NECARA
TENTANC
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 40 TAHUN
2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN ANCKA
KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
.JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KtrPtrGAWAIAN PtrRTAMA

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d 8u1an......... Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

1 Narna

2. NIP

J. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Ternpat dan'l'anggal Lahir

Jenis Kelatntn

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

ra Jabatan Auditor Kepegawaian / TMT

B Mersa kerja golongan lama

9. Masa kerja golongan baru

r0. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4T 5 6 ,7
B

I UNSUR UTAMA

1. PENDIDII(AN

A, Pendiclikan sekolah dan memperoleh ijaz,ah lgelar
l) Pasca sarjana:

a. lDoktor (S3)

b. lMagister (S2)
,)\ Sarjana/Diploma IV

B. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknts
Fungsional di bidang Kepegawaian/Wasdalpeg

l) Lamanya lebih 960 jam

z) Larnany'a antara 641 - 960 jam

Jl Lamanya antara 48 I - 640 jam
+) Lamanya antara 161 - 480 jam
5t Lamanva antara 81 - 160 jam

o, Larnanya antara 31 - 80 jant
7) Lamanya antara 10 - 30 jarn

Pendidikan dan pelatihan Pra.jabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III

2. WASDALPEG

Penyusunan ltencana Ker.la Wasclalpeg (RKW)

1) Melaksanakan adrninistrasi data/ dokumen/bahan dalam
rangka penyusunan RKW

2l Melaksanakan administrasi objek wasdalpeg
e\vl Menyusun proposal wasclalpeg
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANS] PE \GUSUL T M PEN LAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 \) 4 5 6 7 B

.+) Mernbuat daftar isian/ cher:k /ist wascialpeg untuk
pelaksanaan tugas-tugers rvasdalpeg clengan komplcksitas
rendah

s) Membuat daftar isian/ check lisf wasdalpeg untuk
pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dengan kornpleksitas
tinggi

6) Menvusun laporan pembuatan RKW clengan kornpleksitas
rendah

tl
Melakukan koorclinasi/komunikasi dengan instansi terkait

B)
Melakr-rkan koordinasi/korlunikasi dengan Tim wasdalpeg
terdahulu

B. Pe aksanaan Wasdalpeg
Me aksanakan wasdalpeg kompleksitas rendah
l) Mengidentifikasi data/ dokumen / bahan wasclalpeg

l<ompleksitas rendah
'2) Memeriksa/mcnganalisis data/clokumen/ bahan/ wasdalpeg

komoleksitas rendah
Pe aporan Hasil Wasclalpeg

l) Menyiapkan clata/dokumen/ bahan untuk penyusunan LHW
komnleksrtas rendah

2\ Menyusun LHW kompleksitas rendah
3) Menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW rendah
4) Menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas rendah

D Per:rantauan Tindak Lanjut Hasil l','asclalpeg

1) Melaksanakan administrasi dalam nemantauan tinclak laniut

2) Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut

3 PENGEMBANGAN PROFESI

Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang wasdalpeg
l) Membuat Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang

wasdalpeg yang dipublikasikan:
a) Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan

diedarkan secara internasional
b) Dalam bentuk bnku _yang cliterbitkan dan dieclarkan

secara nasional
c) Dalam malalah yang diakui oleh Instansi Pembina

.)\ Memtruat Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian cli biclang
wasdalpeg yang tidak clipublikasikan, tetapi
diclokumentasikan di perpustakaan :

a) Dalam bentuk buku
b) Dalam bentuk naskah

3) Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sencliri
di bidang r.r'asdalpeg yang dipublikasikan:

a) Dalarn bentuk buku yang diterltitkan dan cliedarkan
secara nasional

b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pcmbina

4) Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri
di bidang wasdalpeg yang tidak dipublikasikan:

a) Dalam bentuk buku
b) Dalam bentuk naskah

s) Mernbuat tulisan ilmiah di bidang wasdalpeg yang
disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu
kesatuan

6) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran,
tiryauan, galgasan atau ulasan ilmiah yang disarnpaikan
dalarn pertemuan ilmiah atas inisiatif sencliri

B Pener1 emah an. I peny adu ran bu ku dan bahan - bahan lainnya di
bidang wasdalpeg

1) Menerjemahkan/menyadur cli bidang wasdalpeg yang
dipublikasikan:
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUII. SUB UNSUR DAN BUTIR KtrGIATAN

ANGKA KREDIT MEN URUT

INSTANSI PE GUSUL TIM PEN LAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 .) Aa 5 6 7 8

a) Dalam bentuk buku yang cliterbitkan dan cliedarkan
secara nasronal

b)
Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina

2) Terjemahan/saduran cli bidang rvasclalpeg yang tidak
clipublikasikan:
a) Dalam bentuk buku
b) Dalam bentuk naskah

Penbuatan petunjuk teknis Wasdalpeg

Men.yu sun pecloman umum / petunl uk pelaksanaan / petunjuk
teknis wasdalpeg

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 5

II. UNSUR PENUNJANG

A. Mengajar/melatih pada diklat teknis/ fungsional bidang
kepegawaian

Mengajar/rnelatih pada diklat teknis/fungsional bidang
kepegawaian

B Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Menjadi Anggota Tirn Penilai Jabatan Fungsional Auclitor
Kepegawaian

C Peran serta dalarn seminar/ lokakarya biclang r."'asdalpeg

Mengikuti seminar/ lokakarya, sebagai:

1) Narasumber/ Pemrasaran / Penyaji
2l Moderator

3) Peserta

l) Kezrnggotaan dalam Organisasi Profesi Auditor Kepegawaian

Berperan aktif dalam organisasi profesi Auciitor Kepegawaian,
sebagai:

1) Ketua/r,r'akil ketua
2l Anggota

E Peran serta dalam pertemuan Forurn Auditor Kepegawaian

[Serperan aktif dalam pertemuan forum auditor kepegawaian,
sebagai:

r) Panitia
?\ Narasumber/ Pernrasaran / Penyaji

J,| Moderator
4) Peserta

F

G

Memperoleh penghargaan/ tanda jasa

l) Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya

a 30 (tiga puluh) tahun
b 20 (dua puluh) tahun

10 (sepuluh) tahun
2) Tanda jasa/penghargaan ciari pernerintah atas prestasinya:

a Nasional / in ternasional
b Regional

Lokal

Mernperoleh gelar kesarjanaan lainnya
Memperoleh gelar kehormatan akademis

Mernperoleh gelar kesar;anaan lainnya
d Doktor (S3)

ir Magister (S2)

t, Sarjana (Sl)

H Penyiapan bahan dan/atau pemberian keterangan dalam sengketa
kepegawaian

Menyiapkan bahan dan/atar-r rncmbcrikan kcterangan dalam
sengketa kepegawaran

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah

1 2 3 4 5 6 n 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
*) Dicoret yang ticlak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan wasdalpeg

'2. Surat pernyataan rnelakr-rkan kegiatan pengembangarn profesi

3. Surat pernyataan rnelakukan kegiatan penunjang
.+ dan seterusnva

NIP.

TV CATATAN PBIABAT PENGUSUL

1.

'2.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI

1.

2.

+. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

(Nama Penilai II )

NIP

VI CATATAN KETUA TIM PENILAI

1

2.

4. clan seterusnya

"t.'"""

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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LAMPIRAN III-B
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 40 TAHUN
20 I2 TENTANG JABATAN FUNCSIONAL
AUDITOR KEPECAWAIAN DAN ANGKA
KREDITI'IYA

CONTOH
DAF'TAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

DAFI'AR USUL PtrNtrTAPAN ANGKA KRtrDIT

JABATAN FUNGSIONAL AUD]TOR KEPtrGAWAIAN MUDA

MASA PtrNILAIAN :

NO KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2. NIP

Nomor Seri Kartu Pegawai

4. 'l'ernpat dan'l'anggal Lahir

q Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7 .Jabatan Auditor Kepcgawaian / TMT

B. Masa kerya golongan lama

9. Masa kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KtrGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PtrNILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
l A 5 6 7 8

I UNSUR UTAMA

1. PENDIDII(AN
A, Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah.I gelar

1) Pasca sariana:

a. lDoktor (S3)

b, lMagister (S2)

2) Sarjana/Diploma IV
B. Mengikuti Penciiclikan dan Pelatihan Irungsional/Teknis

Fungsional di bidang Kepegarvaian/Wasclalpeg

l) Lamanya lebih 960 jam

2l Lamanya antara 641 - 960 jam

s) Lamanya antara 481 - 640.;am

+) Lamanlra antara 161 - 4B01am

s) Lamanya antara Bl - 160 jam
AI Lamanya antara 3l - B0 jarn

7) Lamanya antara 10 - 30 jam

C Pendiciikan clan pelatihan Prajabatan
Mengikuti pendiclikan dan pelatihan Prajabatan golongan III

2. WASDALPEG

A. Penyrsunan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW)

1) Membuat konsep program rvasdalpcg untuk pelaksanaan
tugas-tugas dengan kompleksitas rendah
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NO

UNSUR YANG DIN]LAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR I(trGIATAN

AN(

,NSI PEI

BARU 
I

iKA KRET
::tt;--l\L-lUJUL

JUMLAH

IIT MENURUT

TIM PEN

-_T_-
LAMA I BARU

I L 4 5 O 7 5

2l Mernimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas
renclah

3) Menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas
tinggi

B. Pelaksanaan Wasdalpeg
r) Melaksanakan rvasdalpeg kompleksitas tinggi

a) Men gidentifikasi data/ dokumen / bahan rvasdalpeg
kornpleksitas tinggi

b) M e me rrk sa / rn e ngan ali sis clata / cl o kum en / bahan
wasclalpeg kompleksitas tinggi

Mcnimprn pclaksanaan wasdalpeg kompleksitas renclah
?\ Mengenclalikan teknis pelaksanaan u,asdalpeg

I Pelaporan Hasil Wasdalpeg
l) Men.yiapkan data/dokurnen/bahan untuk penyusunan LHW

kompleksitas tinggi

2) Menyusun LHW kompleksitas tinggi
3) Melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas

rendah
4) Menyusun konsep rekomenctasi terhaclap LHW tinggi

s)
Melakukan pernbahasan atas konsep rekomendasi terhadap
LHW komnlel<sitas rendah

6) Melaksanakan evahrasi LHW komnleksitas rendah

7) Menyusun laporan evaluasi LHW komplcksitas tinggi
tl Lanjut Hasil',vasdalpeg

l) Melaksanakan Demantauan tindak laniut
2) Melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas

yang diperiksa
r/ Menyusun laporan penelaahan iawaban tindak lanjut dari

entitas )'ar)g diperiksa

3 PENGEMBANGAN PROFESI

Pembuatan ka4ra tulis/karya ilmiah di bidang wasdalpeg
l) Membuat Karya tulis/karya ihniah hasil penelitian di biclang

i,vascl alpe g -van g clip u blika sikan :

a) Dalam bentuk buku dan jurnal yang cliterbitkan dan
diedarkan secara internasional

b) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

c) Dalam majalah,yang cliakui oleh Instansi Pembina

?I Membuat Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang
wasdalpeg yang ticlak clipublikasikan, tetapi
a) Dalam bentuk buku
b) Dalam bentuk naskah

3) Membuat ttnjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri
di bidang wasdalpeg yang dipublikasikan:
a) Dalam bentr,rk buku yang cliterbitkan dan diedarkan

secara nasional
b) Dalam bentuk rna-jalah yang diakr.ri oleh Instansi Pembina

+) Membuat tinjauan clan ulasan ilmiah hasil gagasan sencliri
di biclang wasdalpeg yerng tidak clipublikasikan:
a) Dalam bentuk buku
b) Dalam bentuk naskah

s) Membuat tulisan ilmiah di bidang wasdalpeg yang
disebarluaskan melalui meclia massa _yang merupakan satu
kesatuan

6) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran,
tinlauan, gagasan atau ulasan ihniah _yang ciisampatkan
dalam pertemuan ilrniah atas inisiatif sendiri

R Penerjemahan/penvaduran br-rku dan bahan-bahan lainnya <li

bidang wasclalpeg

l) Menerlernahkan/ men-vadur cli bidang wasdalpeg yang
dinublikasikan:
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No

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MEN URUT

INS'|ANSI PE GUSUL T M PEN LAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 4 q 6 7 8

a) Dalarn bentuk buku yang ditert>itkan clan diedarkan
b)

Dalarn bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina

2) Terjemahan/sacluran di biclang wasdalpeg _yang tidak
clipubhkasikan:
a) Dalam bentuk truku

b) Dalam bentuk naskah

C Pembuatan petunluk teknis Wasdalpeg

Menyu sun pecloman umurn / petunj u k pelaksanaan / petunj uk
teknis wasclalpeg

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 5

II. UNSUR PENUNJANG
Menga;ar/ melatih pacla cliklat teknis/ fungsional bidang
kepegar,vaian

Mengajar/rnelatih pada diklat teknis/fungsional biclang
kepegawaian

B Keanggotaan Tirn Penilai Jabatan Fungsional Auclitor Kepegar,vaian

Menjadi Anggota'fim Penilai Jabatan Fungsional Auditor
Kepegar,vaian

Peran serta dalam seminar/ lokakarya bidang wasdalpeg

Mengrkuti serninar/lokakarya, sebagai:

i) Narasumber/ Pemrasaran / Penyaj i

2) Moderator

rl Peserta

t) Kcanggotaan dalarn Organisasi Profcsi Auditor Kepegawaran

Berperan aktif clalarn organisasi profesi Auclitor Kepegawaian,

1) Ketua/rvakil ketna

2) Anggota

tr Peran serta dalam pertemuan Forum Auditor Kepegawaian

l3erperan aktif dalarn pertemuan forum auclitor kepegawaian,

r) Panitia

2) Narasurnber/ Pemrasaran / Penyal i

3) Moclcrator

+l Peserta

F

G

Mernperoleh penghargaart f tanda jasa

1) Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya

a 30 (tiga puluh) tahun
b 20 (dua puluh) tahun
C 10 (sepuluh) tahun

'21 Tanda jasa/penghargaan ciari pemerintah atas prestasin-ya:

d N asional / internasional

D Regional

C Lokal

Memperoleh gelar kesar.lanaan lainnya

I Memperoleh gelar kehormatan akademis

z Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

at Doktor (S3)

b Magister (S2)

C Sarjana (S 1)

H Pcnyiapan bahan <lan/:rtaru pe'mberian keterangan clalam sengketa
kepegarvarian

Menyiapkan bahan dnn/atau memberikan keterangan dalam
sengketa kepegawaian

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

") Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan wasdalpeg

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan penurlang

4. dan seterusnva

rv CATATAN PE.IABAT PENGUSUL

1.

2

L dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

v CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Narna Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI CATATAN KETUA TIM PENILAI

1.

2.

t

4. dan setcrusnl,a

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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LAMPIRAN III C
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPECAWAIAN NECARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 40 TAHUN
2012 TENTANC JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN ANGKA
KREDITI.IYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KRtrDIT

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KtrPtrGAWAIAN MADYA

MASA PtrNILAIAN :

Bulan ........ s/d Bulan. Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

/) NIP

3 Nomor Seri Kartu Pegawai

1. 1'empat dan Tanggal Lahir

t Jenis Kelarnin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditr-rya

7. Jabatan Auditor Kcpegaw.aian / TMT

8. Masa kerja golongan lama

9 Masa kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KRtrDIT MtrNURUT

INSTANSI PtrNGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 B

I UNSUR UTAMA

1. PENDIDII(AN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar

1) Pasca sarjana:

a. lDoktor (S3)

b. lMagister (S2)
.)) Sarjana/Diploma IV

B. Mengikuti Penclidikan dan Pelatrhan Fungsional/'l'eknis
Fungsional di biclang Kepegawaian/Wasdalpeg

r) Lamanya lebih 960 jam

Lamanya antara 64I - 960 iam

Lamanya antara 481 - 640 jarn

4) Laman.ya antara 161 - 480 jam

s) Lamanya antara 81 - 160 jam

6) Lamernya antara 31 - 80 jam

|l Lamanya antara l0 - 30 jam

C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III

2. WASDALPEG

A. Pen;'usunan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW)

1) Membuat konsep strategi wasdalpeg untuk permasalahan
kepegar.l'aian tertentu
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No

UNSUR YANG DINILA]

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI Ptr GUSUL T M PEN LA]

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
i z 4 ( 6 7 8

2) Membuat konsep program rn'asdalpeg untuk pelaksanaan
tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi

3) Memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kornpleksitas
ti n ooi

4t Mengarahkan tim dalam prarvasdalpeg

B. Pe r.ksanaan Wasclalpeg

r) Mernimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas tinggi

2) Mengendalikan rnutu pelaksanaan wascialpeg

Pe i.poran Hasil Wasclalpeg

1) Melakukan r:kspo.se substansi clalam LHW kompleksitas
tinggi

'21 Melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap
LHW kompleksitas tinggi

Melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas tinggi
4) Melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas

renclah
(I Melakukan eksT:ose substansi dalam LHW kompleksitas

tinggi

6) Menvusun konsep hasil wasdalpcg yang bersifat rahasia

I). l,anjut Hasil r,r'asdalpeg
t\
L) Mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari

entitas yang diperiksa
?\ Mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban

tinclak lanjut dari entitas yang cliperiksa

tr. Evaluasi Waldalpeg
I Membr,rat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg
.) Mcmbuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan rvasdalpeg

Menilai kinerja Anggota tirn
4 Menilai kinerja Ketua tim
q Menilai kinerja pengendali teknis
6 Melakukan reviu silang

3 PENGEMBANGAN PROFESI

A. Pembuatan karrya tulis/karya ilmiah di biclang wasclalpeg
r) Membuat Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang

wasdalpeg yang riipu blikasikan:
a) Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan

diedarkan secara internasional
b) Dalar:r bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional
c) Dalam majalah yang cliakui oleh Instansi Pembina

2l Membuzrt Kzrrya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang
rvasdalpeg .yang tidak dipr-rblikasikan, tetapi
a) Dalarn bcnluk bukn
b) Dalam bentuk naskerh

rf Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri
cli biclang rvasdaipeg yang clipublikasikan:
a) Dalam bcntuk buku yang cliterbitkan dan diedarkan

secara nasional
b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina

4) Membuat trnjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri
di bidang wasdalpeg yang tidak dipublikasikan:
a) Dalarn bentuk buku
b) Dalam bentuk naskah

5t Membuat tulisan ilmiah di bidang wasdalpeg yang
disebarluaskan rnelalui rnedia massa yang merupakan satu
kesatuan

6) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran,
tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disamparkan
clalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sencliri

F' Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di
bidang rvasdalpeg
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

AN JKA KREDIT MEN URUT

INSTANSI PE \GUSUL T M PBN LAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 4 6 7 X

1) Menerjemahkan/menyadur di bidang rvasdalpeg yang
clipublikasikan:
a) Dalam bentuk br,rku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional
b)

Dalam bentuk majalah yang cliakui oleh Instansi Pembina

'2) Terjernahan/ saduran di bidang wasdalpeg yang tidak
dipublikasikan:
a) Dalarn bentuk buku
b) Dalam bentuk naskah

t Pembuatan petunjuk teknis Wasdalpeg

Menyusun pedoman umum/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk
teknis v"'asdalpeg

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 5

II UNSUR PENUNJANG

A. Mengajar/melatih pada diklat teknis/ fungsional bidang
kepegawaian

Mengajar/melatih pada diklat teknis/fungsional bidang
kepegawaian

B Keanggotaan Tinr Penrlai Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian

L- Peran serta dalam seminar/ Iokakarya bidang rvasdalpeg

Mengikuti seminar/lokakarya, sebagai:

1) Narasumber/ Pe rn rasaran / Penyaj i

2) Moderator

3) Peserta

D Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Auditor Kepegawaian

Berperan aktif clalam organisasi profesi Auditor Kepegawaian,
sebagai:

1) Ketua/rvakil ketua
2) Anggota

E Peran serta dalam pertemuan l.-orum Auditor Kepegawaian

Berperan aktif dalam pertemuan forum auclitor kepegawaian,
sebzrgai:

I Panitia
2 Narasumber/ Pernrasaran / Penyaji

\) Moderator

4 Peserta

F

G

Mernperoleh penghargaan / tancla jasa

1) Memperoleh penghargaan/tancla jasa Satyalancana Karya Satya

a 30 (tiga puluh) tahun
20 (rlua puluh) tahun

C 10 (sepuluh) tahun
2) Tancla jasa/penghargaan dari pernerintah atas prestasinya:

a Nasional / internasional
b Rcgional

C Lokal

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
I Memperoleh gelar kehormatan akademis

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

a Doktor (S3)

b Magister (S2)

Sarjana (S 1)

H Penyiapan bahan clan/atau pemberian keterangan dalam sengketa
Menyiapkan bahan dan/atau rnemberikan keterangan dalam
sengketa kepegarvaian

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah

1 2 3 4 5 6 7 B

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret ._vang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan wasdalpeg

2. Snrat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

3. Surat pcrnyataan melakukan kegiatan penunjang

4. dan seterusnya

TV CATATAN PE.IABAT PENGUSUL

1.

2.
.)

4. dan seterusnya

,;";;';; )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI

l.

2.

4. dan setemsnya

( Nama Penilai I )

NiP

(Nama Penilai II )

NIP

VI CATATAN KETUA TIM PENILAI

1.

'2.

3.

+. dan seterusnya

"t""'

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )



LAMPIRAN IV
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KBTENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NBGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 40 TAHUN 2OI2
TBNTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
KBPtrGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN
DAN PBLATIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatarr
Unit kerja

Menyatakan bahu'a:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan

SURAT PERNYATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

dan pelatihan Auditor Kepegawaian sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 7 B

1

2.
3.
4.
q

dst



CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN DI BIDANG WASDALPBG

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG WASDALPEG

Yang bertanda tangan di ba'uvah ini:

LAMPIRAN V
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPtrGAWAIAN NEGARA
TBNTANG
KBTENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PBNDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 40 TAHUN 201.2
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KRBDITNYA

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT : .....
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/ golongan ruang/TMT : . .. ..

Jabatan : .....
Unit keria : .....

Telah melakukan kegiatan di bidang r,vasdalpeg sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

;rrt i 2 3 4 5 6
I

2.
3.
4.
5.
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LAMPIRAN VI
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PBNDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 40 TAHUN 2OI2
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PBRNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN
PRO FESI

SURAT PERNYATAAN
MtrLAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di barvah ini:

Nama : .....
NIP '. .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : ....,
Unit keria : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit keria : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4" D 6 7 :r8
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LAMPIRAN VII
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KtrTtrNTUAN PELAKSANAAN PBRATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 40 TAHUN 201.2
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
PENUNJANG KBGIATAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN PENUNJANG KEGIATAN AUDITOR KBPEGAWAIAN

Yang bertanda tangan di bau,ah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan :.....
Unit keria : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat / golongan ruang/TMT
Jabatan : .....
Unit keria : .....

Telah melakukan penunjang kegiatan Auditor Kepegawaian sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 4 5 6
.7

B
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PBNDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 40 TAHUN 2OI2
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENBTAPAN ANGKA KREDI'I

PtrNETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR: .....

I KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama
2 NIP

Nomor Seri I(ARPEG
4 Pangkat/Golongan ruang TMT

Tempat dan Tanggal lahir
6 Jenis I{elamin
-7 Pendidikan y*ang diperhitungkan angka kreditnya
8 Jabatan Fungsional/TMT
9 Unit I(eria

II PENETAPAN ANGKA KRBDIT LAMA BARU JUMLAH

l. UNSUR UTAMA
Pendidikan
l) Pendidikan formal
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

wasdalpeg/ teknis di bidang kepegawaian dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat

3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
B Wasdalpeg
C Pengembangan Profesi
Jumlah Unsur ULama

2. UNSUR PENUNJANG
Penunjang kegiatan Auditor I(epegawaian
Jumlah Unsur Penunianq

JUN LAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PBNUNJANG

III DAPAT DIPtrRTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN .... ,.,,.... I
PANGKAT ,... .. / TMT

Ditetapkan di .

Pada tanggal

Nama Lengkap
NIP. .

ASLI disampaikan clengan hormat kepada:
I{epala BI(N/l(antor Regional BI(N yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepacla:
1. Auditor I(epegawaian yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit I(erja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pcjabat Yang Bcruve nang Menetapkan Angka I(redit.



LAMPIRAN IX
PERATURAN
KtrPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETtrNTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN RtrFORMASI BIROKRASI
NOMOR 40 TAHUN 2OL2 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR KtrPtrGAWAIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABA']'AN FUN GSIONAL AUDITOR
KEPEGAWAIAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkal
PtrRTAMA Terhitung mular tanggal

a. Nama
b. NIP

MEMUTUSI{AN:

.... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
'.......

KEPUTUSAN
MtrNTtrRI / G UBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA*)

NOMOR:.......
TtrNTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

MENTERI / GUBtrRNUR / BUPATI /WALTKOTA,*)

bahu,a sebaga-r pelaksanaan dali Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Rirokrasi Nomor 40't'ahr-rn 2012 tentang Jabatal Fungsional Audttor Kepega\\'alalt
dan Angka Kreditnya dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaran Negara Nomor...... tentalg
Iietentuan Pelaksauaan Pelaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasr
Brrokrasr Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Iiepegawaia:r dan Angka
Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ... dalam Jabatan
Iiungsional Auditor Iicpegarvaral ;

b.

1. Undang-Underng Nomor B 'lahun I974 sebagarmana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nornor l6 Tahun 1994 sebagaimala telah dittbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah l.,lontor 9 Tahun 2003 sebageumana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Penda-yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun
20r2:

5. Peraturan Iiepala Badan Kepegawaian

c. Pangkat/ golongan ruang/'l'MT
ct. Unit kena

dari labatnn fungsional Auditor Kepegarvaran lenjang ...... ........
o"o::": *:n':awa'jarl 

( l:']-* i 
crengan

**l
I

;;";ii;;";;;i;;;t;;'"y",.,..o"p"f ["r."ii."; l;'- r..poi.'""..''i'i, 't 'r' diadakan perbarkan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Ash I{eputusan ini disamparkan kepada Pegawar Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

clitetapkan di
pada tanggal

.... k; itut"* .labata-n fungsronal
angka kredit sebesar-

IiEDUA
I(trTIGA
KtrDMPAT

TEMBUSAN:
1. Kepda BKN/Kantor Regional BI{N yang bersangkutan; *)

2. I{epa1a BI{D Provinsi/ Kabupaten/liota atau Biro/Bagiar Kepegawaian
in stalsi yan g bersangkutan ; 

*)

Pe-1abat -yang berrvenang menetapkan angka kredit;
Iie p a1a Kantor Pe layanan Perbendaharaan Ne gara/ Kepala Biro / Bagi art
yang bersangkutan;*)
Pejabat instansi lain .yang berkepentingan.

Coret yang tidak perlu.
Diisi apabila acla penambahan drktum,yang clianggap per1u.

4.

q

Keuangan Daerah



LAMPIRAN X
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TBNTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 40 TAHUN 2OI2 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
KBPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

DARI :

KtrPADA YTH. :

ALAMAT : .,.
TANGGAL i ...

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :......
NIP : ......
Pangkat/Gol. Ruang : ......
Jabatan :......
Unit kerja : ......

::*::l ::"-il^;?"T:l:"'T-::::i?'"?.J:j,,"j"'";u" u."0,. ,jl:""*;:.j#-'"j,T;il;

2. Sesuar dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 40 Tahun 2Ol2 tentang Jabatan Fungsional Auditor I(epegawaian dan Angka Kreditnya dan
Peraturan Kepala Badan I(epegawaian Negara Nomor........... diminta agar Saudara dapat memenuhi
ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara
dari jabatan fungsional Auditor I{epegawaian.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal : ......

NIP.

Tembusan:
1. I{epala BKN/l{epala I(antor Regional BI(N yang bersangkutan; *)

2. I(epala Biro/Bagian l{epega'"vaian Instansi/Badan l(epegar,vaian Daerah (BKD)
yang bersangkutan; *)

3. Pimpinan unit kerja Auditor l{epegawaian yang bersangkutan;
4. Pe.labat larn vang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.



LAMPiRAN XI
PERATUITAN
KtrPALA BADAN KEPtrGAWAIAN NtrGARA
TENTANG
Ktr'I'ENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MtrNTERI PtrNDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REF'ORMASI BIROKRASI NOMOR
40 TAHUN 2OI2 TtrNTANG JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOI I

KEPUTUSAN PIiMRTBASAN StrMENTARA

KtrPUTUSAN
M trNTtrRr / GUBtrRNUR/ BUPATI /WALIKOTA*)

NOMOR: ......

TDNTANG

PtrMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

MENTERI / GUBERNUR/ BUPAT I /WALIKOTA,*)

Meniml;ang : a. bahrva. Sauciara .. NIP jabatan.
pangkat/golongan ruang ..... terhitung mular tanggal .. berdasarkan
keputusan pejabat yang berrvenang Nomor .... tangga,t .'..'.....;

b. bahwa untuk tertib aclministrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
dalarn jabatan fungsional Auditor Kepegawaian, dipandang perlu membebaskan sementara
Pegarvar Negeri Sipil yang bersangkutan dan jabatan fungsiona-l Auditor Kepegawaran;

Mengingat : 1. Undang-Unclang Nomor B Tahun 1974 sebagaimana telah cliubah dengan Unclang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2, Peraturan Pemerintah Nomor l6 Tahun 1994 sebagarmana telah diubah dengan Peraturern
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2O1O;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagarmana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;

4. Peraturan Menteri Penclayagunaan Aparatur Negara rlan Reformasi Btrokrasi Nomor 40
Tahun'2Ol'2;

5. Peraturan Iiepala Badan Iiepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSI{AN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskzur sementara dari jabatan fungsiona-l Auditor
Iiepegawaran:
a. Nama : ......
b. NIP :......
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ......
d. Unit Kerja : ......

**\I{EDUA : .. .............,
ITETIGA : Apabila kernudian han ternyata terdapat kekelrruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbarkan rlan irerhrtungan kernbali sebagarmana mestinya.
Asli Iieputusa,n ini disampaikan kcpada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan drindahkan sebagalmana mestrnya.

clitetapkandi :.......
pada tzurggal :.......

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala BI{N/I{antor Regtonal BI{N yang bersangkutar;")
2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Iiepala BI{D Provinsi/Bi{D Iiabupaten/ltota atau Biro/Bagian I{epegar,r'aian

instan si 1'ang llersangkut an ;*)
4. Pe3abat yalg berwenang menetapkan angka kredit;
5. Iiepala Kantor Pelayanan Perbendaharaar Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan.*)

") Coret y-ang tidak perlu.
*^) Diisi apabila ada penambahan diktum yang c[anggap perlu.



LAMPIRAN XII
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MtrNTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NtrGARA DAN RtrFORMASI BIROKRASI
NOMOR 40 'IAHUN 2OI2 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR KEPtrGAWAIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOI I

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KtrMBALI

KEPUTUSAN
M ENTERT / GUtsERNUR/ BUpATt /WALIKOT^ *)

NOMOR:.......
TENTANG

PENGANGKATAN KtrMBAI,I DAI-AM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

M trNTERI / GUBERNUR / BUPATT /WALIKOTA, *)

Meni.mbiurg : a. bahrva sebagar pelaksanaan dari Pasal 39 Peraturan Menteri Pendayagunaall Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor
Itepegawaran dan Angka l{reclitnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara

clalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian;

Mengrngat : t. u.a""e-'u;;;;.s N;;;; ; i;;; tgli ;;;";;-"'. i.r'r' diubah dengan undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor l6 Tahun 1994 sebagarmana telah cliubah clengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 l'ahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagarmana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Ttrhun 2009;

4. Peraturan Menterr Pendayagunaarr Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun
20r2;

5. Peraturan l(epala Badan Kepega',r'aian Negara Nomor:

MEMUTUShGN :

Menetapkzrn :

PtrRTAMA : Terhitung mulai tanggal ...... mengangkat kembali Pegawar Negeri Sipil:
a. Nama :........
b. NIP : ..........
c. Pangkat/golongrur ruang/'l'MT : ......
d. Unit kerja : .......

r(trDUA : . 
nlaml::::-' dengan ""*ul*::l: ::o*"" .. -;, ' 

""""" ' )

KETIGA : ... ............**)
I{trEMPAT : Apabrla kernudran hari ternytrta tertlapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbarkan

clan perhitungan kcmbali sebagairnana mestinya.
Asli I{eputusan ini disampzukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutem untuk diketahui
clan diindahkan sebagarmana mestinya.

ditetapkan di ....
pacla tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

I Kepala BI{Ni Iiantor Regronal BI{N yang bersangkutan; *)

'2. Kepala BI{D Propinsi/BI{D I{abupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaran
rnstansi 1'ang bcrsangkutan ;*)

3. Pclabat vang bcrrvenang menetapkan angka kredit;
4. Iiepala Iiantor Pelayanan Perbendaha,raan Negara/liepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

.yalg bersangkutal;*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
*") Diisi apabila ada penambahan diktum vang dianggap perlu.



CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

2.

4.

6.

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA
I{trTIGA
I{EEMPAT

a. Nama :

b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja :

KEPUTUSAN
MENTERI / GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*)

NOMOR:.......
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TtrTAP/TIDAK DAPAT

MtrNGUMPULKAN ANGKA KRtrDIT YANG DITENTUKAN *)

LAMPIRAN XII]
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETtrNTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 40 TAHUN 2OT2 TENTANG JABATAN
F'UNGSIONAL AUDITOR KEPtrGAWAIAN DAN
ANGKA KRtrDITNYA

MENTtrRI / GUBtrRNUR/ BUPATI/WALIKOTA,*)

bahu'a Szrudara NIP .labatan .. pangkat/golongan
rllang terhitung mular tanggal ., berdasarkan keputusan
pelabat yang berwenang Nomor .... tanggal .telah dt3atuhi
hukuman disiplin tingkat berat/clinyatakan ticlak dapat mengumpulkan angka kredit dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

bahrva untuk tertib administrasi dan menjamin kua,litas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaran, dipandang perlu memberhentikan Pegawar
Negerr Sipil yang bersangkutan dari.;abatan fungsional Auditor I{epegawaran.

Uncla-rg-Unclang Nornor B Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
Pcraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4O Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagarmana telah cliubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
Peraturan Menteri Pendayagunaa-n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40
Tahun 2Ol2;
Peraturan Iiepala Badan Kepegarvaran Negara Nomor

MEMUTUSI{AN :

Terhitung mular tanggal ...... memberhentikan dengan hormat dari
jabatan fungsional Auditor I{epegawaran :

;;;;ii; ;;-",riu. r...i .1, "v;,;,;.;;;;: -;t;;;;: ;;;; il,;i* i,, i,'uk",, diaciakan
dan perhrtungan kembali sebagarmana mestinya.
Asli Iieputusan rni disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil va-ng bersangkutan untuk
dan diindahkan sebagarmana mestinya.

clitetapkan di
pada tanggal

perbaikan

diketahui

NIP.

.IIEMBUSAN 
:

1. I{epa-la BKN/liantor Regional BI{N,yang bersangkutan; *)

'2. Kepala BI{D Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instan si vang bersangkutan; *)

3. Pelabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4 Kepala Iiantor Peia.yanan Perbenclaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Kettangan Daerah

vang bersangkutan;")
5. Pelabat inst:rrsi larn yang berkepentingan.

*) Coret,yang tidak perlu.
**) Drisi apabila acla pcnambahzur ciiktum yang clianggap perlu.



CONTOH
KtrPUTUSAN PtrNYItSUntAN/1/{PASSl /G
DALAM JABATAN DAN ANGKA KRtrDIT
JABATAN ITUNGSIONAL AUDITOR
KEPEGAWAIAN

Menimbang

t).

: 1.

2.

-.).

4.

5.

Mengingat

Menet:rpkan
PtrRTAMA

IiEDUA
KETIGA

TEMBUSAN :

i. Iiepala BIiN/liantor Rcgional BKN yang bersangkutan;*)
'2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Iiepzrler tsKD Propinsi/Bl{D I{abupaten atau Kota atau Brro/Bagian

LAMPIRAN XIV
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PtrNDAYAGUNAAN APARATUR
NtrGARA DAN REF'ORMASI BIROKRASI
NOMOR 40 TAHUN 2072 TtrNTANG JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN
ANGKA KREDITNYA

NIP.

Iiepegawararr

KEPUTUSAN
MENTERT / GUBtrRNUR/ BUPATI /WALTKOTA*)

NOMOR: ......
TtrNTANG

PtrNYtrSUAIAN/II/PASSII/G DALAM JABATAN DAN ANGKA KRtrDIT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KtrPEGAWAIAN

MtrNTtrRI / GUBERNUR/ BUI)ATI /WALIKOTA, *)

bahu'a Saudara NIP dengan Keputusan Nomor ..,..., tanggal:
terhitung mular tanggal ...... telah ditugaskan melakukal kegiatan Auditor Kepegawaran
pada. ..........;
bnhu'a dengan bcrlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasr
Birokrasi Nomor'40 Tahun 2012 dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalan-t
jabatal dan angka kreditlabatan fungsional Auclitor Kepegawaran.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagarmana telah empat belas kali diubah
terakhir dengzur Peraturan Pemcrrntah Nomor 15 Tahun 2O12;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagarmana telah diubah dengan Peraturan
Pemerrntah Nornor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagarmana telah diubah dengan Peraturan
Penrerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun
2012;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaran Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

Terhitung mular langgal ...... Pegarvai Negeri Sipil :

a. Narma :......
b. NIP :......
c.Pangkat/Golongan ruang/TMT : ......
rl. Unrt Ker.;a :......
disesuaikan dalam labatan ...... dengan angka kredit sebesar ( .....) sesuai dengan
Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brrokrasi Nomor
40'l'ahun 2OI'2.

,..........**.)
Apabila kemu<lian hari tern-yata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawar Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagarmeura mestrnya.

ditetapkan di
pada tanggal

instan si yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapka:r angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharauln cian Kas Negara/l{epa-la Biro atau Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan.*)
*) Coret yang tidak perlu.**-) Diisi apabila ada penambahan diktum vang dianggap perlu.




